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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Sehat merupakan keadaan yang selalu diinginkan oleh setiap orang 

dalam hidupannya. Setiap orang selalu berusaha untuk menjalani hidup sehat 

dalam kehidupan sehari hari. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan menyatakan bahwa: “Kesehatan itu adalah dimana keadaan 

seseorang itu sehat, baik secara fisik, mental, dan spiritual maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomis”.1 

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk kesehatan mestinya 

dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian di bidang kesehatan. 

mereka inilah yang disebut dengan tenaga kesehatan.2 Pembangunan kesehatan 

masyarakat bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan 

dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan untuk mecapai hasil 

yang optimal. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan yang meliputi upaya 

kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan 

kesehatan harus dilaksanakan secara menyeluruh.3 

 
1 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063). 
2 R.A. Antari Inaka Turingsih, Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan 

Kesehatan, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 2, 2012, Hlm. 268, Diakses dari 

https://media.neliti.com/media/publications/40584-ID-tanggung-jawab-keperdataan-bidan-dalam-

pelayanan-kesehatan.pdf, Pada 7 September 2022, Pukul 16.21 WIB. 
3 Wahyu Wiriadinata, Dokter, Pasien Dan Malpraktik, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26, 

No. 1, 2014, Hlm. 44, Diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/40617-ID-dokter-

pasien-dan-malpraktik.pdf, Pada 15 September 2022, Pukul 15.00 WIB. 

https://media.neliti.com/media/publications/40584-ID-tanggung-jawab-keperdataan-bidan-dalam-pelayanan-kesehatan.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/40584-ID-tanggung-jawab-keperdataan-bidan-dalam-pelayanan-kesehatan.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/40617-ID-dokter-pasien-dan-malpraktik.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/40617-ID-dokter-pasien-dan-malpraktik.pdf
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Berdasarkan ketentuan tersebut upaya pemeliharaan kesehatan 

masyarakat Indonesia merupakan hal yang memerlukan perhatian dan 

pengaturan khusus. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan: “Bahwa 

setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber 

daya di bidang kesehatan dan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam 

memperoleh pelayanan kesehtan yang aman, bermutu dan terjangkau”.4 

Tenaga kesahatan merupakan komponen pendukung dalam 

meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia sesuai dengan cita-cita 

bangsa. Tenaga kesehatan di indonesia terdiri dari dokter (tenaga medis), bidan 

(tenaga kebidanan), perawat (tenaga keperawatan). Selain pelayanan kesehatan 

yang diberikan oleh dokter dan perawat ada juga pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh bidan.5 Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan: “Tenaga 

kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan 

serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di 

bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk 

melakukan upaya kesehatan”.6  Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan 

 
4 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063). 
5 Kadek Yogi Barhaspati, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Malpraktik 

Yang Dilakukan Oleh Bidan Dan Perawat, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 9, No. 7, 2020, Hlm. 2, 

Diakses dari https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/60360/35265, Pada 7 

September 2022, Pukul 15.20 WIB. 
6 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negera Republik 

Indonesia Nomor 5607). 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/60360/35265
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yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Undang-undang 

dan peraturan menentukan persyaratan layanan bagi bidan yang memberikan 

layanan kesehatan masyarakat, dan mereka juga harus mematuhi kode etik yang 

ditetapkan oleh profesi masing-masing.7  

Perawat dalam menjalankan tugasnya diatur dalam beberapa aturan 

berdasarkan 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 

2014 tentang Keperawatan yang menyatakan: “Bahwa tugas dan kewenangan 

perawat adalah memberi asuhan, sebagai penyuluh dan konselor, mengelola 

pelayanan kesehatan, sebagai peneliti, pelaksana tugas dari hasil pelimpahan 

atau delegasi, serta pelaksanaan tugas karena kondsi tertentu”. 8 Perawat saat 

melakukan tindakan keperawatan harus mengikuti prosedur yang telah 

ditetapkan selama proses pendidikan yang telah ditempuhnya. Fungsi perawat 

yang dulu dikatakan sebagai perpanjangan tangan dokter telah berubah menjadi 

pelayanan keperawatan mandiri sebagai upaya mencapai asuhan keperawatan.9 

Malpraktik didefinisikan sebagai kelalaian yang dilakukan tenaga 

kesehatan dalam melakukan tugasnya dengan cara yang tidak sesuai dengan 

standar profesi tenaga kesehatan. Sehingga pasien mengalami luka berat, cacat, 

bahkan sampai meninggal dunia akibat kesalahan atau kelalaian tenaga 

 
7 Anny Isfandyarie, Malpraktik dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana,  Jakarta: 

Prestasi Pustaka, 2005, Hlm.7. 
8 Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5612). 
9 Baiq Setiani, Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Hal Pemenuhan Kewajiban 

dan Kode Etik Dalam Praktik Keperawatan, Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia, Vol. 8, No. 

4, 2018, Hlm. 497-507, Diakses dari https://journals.stikim.ac.id/index.php/jiiki/article/view/154, 

Pada 13 September 2022, Pukul 14.20 WIB. 

https://journals.stikim.ac.id/index.php/jiiki/article/view/154
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kesehatan yang lalai dalam menajalankan tugasnya. Terkadang pelayanan 

medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan terjadi kelalaian dan menimbulkan 

malapetaka seperti cacat, lumpuh, atau bahkan sampai meninggal dunia, 

sehingga pasien harus menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang 

dideritanya, Baik kerugian secara fisik seperti tidak berfungsinya anggota 

tubuh, dan kerugian secara non fisik yaitu berkaitan dengan martabat seseorang. 

Proses menuntut ganti rugi yang diderita pasien pada saat ini telah ada 

regulasi yang mengaturnya. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan: 

“Bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian 

yang ditimbulkan oleh kelalaian tenaga kesehatan yang bekerja di rumah 

sakit”.10 Ketentuan pasal ini menjadi dasar hukum bagi seseorang untuk 

meminta pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit jika terjadi kelalaian.11 

Saat ini masyarakat telah memiliki pengetahuan dan kesadaran yang 

cukup terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan jika 

pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat terima maksimal bahkan sampai 

mengakibatkan kondisi yang tidak diinginkan atau dianggap terjadinya 

malpraktik yang disebabkan oleh kelalaian tenaga kesehatan. Masyarakat akan 

mengajukan gugatan kepada sarana pelayanan kesehatan maupun kepada 

 
10 Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072). 
11 Setya Wahyudi, Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian 

Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 3, 2011, Hlm. 506, 

Diakses dari http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/178/126, Pada 17 

September 2022, Pukul 16.00 WIB. 

http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/178/126
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tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian dalam memberikan pelayanan 

kesehatan sehingga terjadinya kerugian yang diderita oleh pasien.12 Pasien yang 

mengalami malpraktik dapat meminta pertanggungjawaban secara hukum dari 

rumah sakit dan tenaga kesehatan. 

 Tenaga kesehatan yang terbukti melakukan malpraktik dapat diminta 

pertanggungjawaban atas perbuatannya tindak pidana dan dihukum jika tenaga 

kesehatan tersebut benar terbukti melakukan kesalahan. Tentunya hal ini 

membawa perubahan yang memerlukan pemikiran di bidang hukum dan bisa 

dilihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan.13 Persoalan malpraktik pasien sangat dirugikan yang berakibatkan 

penuntutan terhadap tenaga medis yang melakukan kelalaian yang berujung 

penuntutan secara pidana terhadap pasien yang telah dirugikan. Oleh karena itu, 

diperlukan pengaturan yang secara khusus mengatur pertanggungjawaban 

pidana bagi tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik dan kemudian pasien 

yang dirugikan akibat perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatan dan dapat menuntut pertanggungjawaban pidana diperlukan agar 

tidak terjadi kekosongan norma.14 

 
12 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan bagi Dokter yang Diduga 

Melakukan Medikal Malpraktik, Bandung: Karya Putra Darwati, 2012, Hlm. 161. 
13 M. Nurdin, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktik Kedokteran, 

Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10, No. 1, 2015, Hlm. 95, Diakses dari 

https://media.neliti.com/media/publications/240395-perlindungan-hukum-terhadap-pasien-atas-

97f6abae.pdf, Pada 17 September 2022, Pukul 13.00 WIB. 
14 I Gede Indra Diputra dan Ni Md. Ari Yuliartini Griadhi, Pertanggungjawaban Pidana 

Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktik Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 5, 2014, Hlm. 2, Diakses dari 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/10707, Pada 17 September 2022, Pukul 

15.00 WIB. 

https://media.neliti.com/media/publications/240395-perlindungan-hukum-terhadap-pasien-atas-97f6abae.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/240395-perlindungan-hukum-terhadap-pasien-atas-97f6abae.pdf
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/10707
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Kelalaian/kealpaan dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana 

(KUHP) dijelaskan dalam Pasal 359, Pasal 360 ayat (1), dan Pasl 360 ayat (2). 

Pasal 359 menyatakan: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan 

matinya orang lain diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau 

kurungan paling lama satu tahun”. Pasal 360 ayat (1) KUHP menyatakan: 

“Barangsiapa karena kelapaannya menyebabkan orang lain mendapat luka -luka 

berat, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling 

lama satu tahun”. Pasal 360 ayat (2) KUHP menyatakan: 

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka 

sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan 

pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan 

pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam 

bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”. 

 

Salah satu aspek malpraktik medis yang paling umum adalah kelalaian. 

Kegagalan untuk melakukan tugas adalah definisi dari malpraktik itu sendiri. 

Banyak faktor yang mungkin menjadi penyebab kegagalan ini, yaitu :15 

1. Adanya unsur kelalaian  

Perbuatan ceroboh dan tidak teliti dalam melaksanakan tanggung jawabnya, 

bisa juga diartikan sebagai pelanggaran terhadap standar pelayanan medis. 

2. Adanya unsur kesalahan bertindak 

Kesalahan bertindak ini terjadi karena kurangnya perhatian dan kehati-

hatian dokter atau tenaga kesehatan lainnya dalam memperhatikan pasien 

sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

 
15 Alexandra Indriyanti Dewi, Etika Dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Pustaka Book, 

2008, Hlm. 266. 
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3. Adanya unsur pelanggaran kaidah profesi ataupun hukum 

Pelanggaran kode etik profesi ini terjadi ketika seorang dokter atau tenaga 

kesehatan lainnya yang bertindak di luar batas kewenangannya. 

4. Adanya kesengajaan untuk melakukan tindakan yang merugikan 

Tindakan yang disengaja adalah ketika dokter atau tenaga kesehatan 

melakukan hal-hal yang menyimpang dari standar profesinya hanya karena 

untuk memperoleh keuntungan. 

Selanjutnya dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo, tindak 

pidana malpraktik yang dilakukan oleh Terdakwa I berusia 30 tahun Bernama 

Erwanty, Amd. Keb dan Terdakwa II 23 tahun Bernama Desri Amelia Zulkifli, 

Amd. Kep terhadap korban Alfa Reza. Majelis Hakim menyatakan bahwa 

Terdakwa I Erwanty, Amd. Keb dan Terdakwa II Desri Amelia Zulkifli, Amd. 

Kep terbukti secara sah dan menyakinkan besalah melakukan tindak pidana 

melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan 

meninggal dunia/mengakibatkan kematian sebagaimana yang dimaksud di 

dalam Pasal 84 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

2014 tentang Tenaga Kesehatan dan menjatuhkan pidana terhadap para 

terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) 

bulan.16 

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh terhadap tindak pidana 

melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan 

meninggal dunia/ mengakibatkan kematian, penting dibahas untuk mengetahui 

 
16  Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo 
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bagaimana pertanggungjawaban pidana dan apa saja yang menajdi 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Berdasarkan uraian diatas 

penulis tertarik untuk membahasnya dalam penulisan skripsi dengan judul 

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA KESEHATAN 

YANG MELAKUKAN MALPRAKTIK DAN MENGAKIBATKAN 

PASIEN KEHILANGAN NYAWA (Studi Putusan Nomor 

75/Pid.Sus/2019/PN Mbo)”. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas, Adapun  

permasalahan yang dibahas pada penulisan ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tenaga kesehatan yang 

melakukan malpraktik dan mengakibatkan pasien kehilangan nyawa dalam 

putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 

75/Pid.Sus/2019/ PN Mbo? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan yang melakukan 

malpraktik dan mengakibatkan pasien kehilangan nyawa dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo? 

C.  Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan 

dari penuliasn ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap tenaga 

kesehatan yang melakukan malpraktik dan mengakibatkan pasien 
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kehilangan nyawa dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 

75/Pid.Sus/2019/ PN Mbo. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana tenaga 

kesehatan yang melakukan malpraktik dan mengakibatkan pasien 

kehilangan nyawa dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 

75/Pid.Sus/2019/ PN Mbo. 

D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di masa mendatang dan 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik secara teoritis maupun 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pencerahan tentang 

hukum pidana, memberikan saran dan kontribusi, atau membantu 

pemahaman masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana tenaga 

kesehatan yang melakukan malpraktik dan menyebabkan pasien meninggal 

dunia. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang 

permasalahan yang dikaji dan bermanfaat dikalangan akademis baik pada 

bidang ilmu hukum maupun pada bidang lainnya serta bermanfaat bagi 

penegak hukum dalam menegakkan hukum terkait dengan tenaga kesehatan 

yang menghilangkan nyawa pasien dikarenakan kelalaiannya. 

 

 



10 

 

 
 
 

E. Ruang Lingkup 

 

Penulis telah membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya berfokus 

kepada pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga 

kesehatan yang melakukan malpraktik dan mengakibatkan pasien kehilangan 

nayawa. 

F. Kerangka Teori 

 

Menurut Neumen, Teori adalah seperangkat konsep, definisi dan 

proposisi yang berguna untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui 

spesifikasi antara variable, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan 

fenomena. Setelah menjelaskan tentang teori maka peneliti memasukkan 

beberapa teori yang akan digunakan untuk mendukung penelitian skirpsi ini, 

diantaranya yaitu: 

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

 

Dasar pertanggungjawaban pidana merupakan kesalahan, dimana 

kesalahan dapat disengaja (opzet) atau lalai (culpa).17 Konsep 

pertanggungjawaban pidana bukan hanya persoalan hukum saja, tetapi juga 

persoalan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat atau kelompok 

masyarakat tertentu, hal ini dilakukan agar keadilan dapat ditegakkan. 

Pertanggungjawaban pidana adalah cara untuk menentukan apakah 

tersangka atau terdakwa bertanggungjawab atas kejahatan yang telah 

dilakukannya dan menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa 

 
17 Musa Darwin Pane, Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: 

Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi, 

Bandung: Logos Publishing, 2017, Hlm. 54. 
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tersebut akan dibebaskan atau dipidana. Pertanggungjawaban harus 

dilakukan jika perbuatannya melanggar norma hukum dan tidak adanya 

alasan pembenar. 

2. Teori Pemidanaan 

 

Dalam hukum indonesia pemidanaan ialah suatu cara atau proses 

penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan 

kejahatan atau pelanggaran. Teori pemidanaan dapat digolongkan menjadi 

tiga golongan, yaitu: 

a. Teori Pembalasan 

Teori pembalasan atau disebut juga sebagai teori absolut dimana 

dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, dan kejahatan itu 

jika menyebabkan penderitaan bagi orang lain maka pembalasan untuk 

pelaku kejahatan harus diberikan penderitaan juga.18 Teori pembalasan 

konsisten dengan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak 

kejahatan, maka teori ini digunakan untuk menghukum pelaku 

kejahatan agar memberikan efek jera kepada pelaku dan pelaku takut 

untuk megulangi kejahatannya lagi. 

b. Teori Tujuan 

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilakukan untun mencapai 

maksud dan tujuan pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki ketidak 

puasaan masyarakat akibat korban kejahatan. Dalam teori tujuan bisa 

 
18 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hlm. 

105. 
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diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai 

perlindungan terhadap masyarakat. Pencetus teori ini yaitu Paul Anselm 

Van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan 

ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan 

penjatuhan pidana kepada si penjahat”.19 Dengan demikian teori tujuan 

ini merupakan pencegahan umum yang mana bersifat menakut-nakuti. 

c. Teori Gabungan 

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut atau teori 

pembalasan dan teori relatif atau teori tujuan yang belum dapat 

membuahkan hasil yang memuaskan. Teori gabungan ini mendasarkan 

pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat secara 

terstruktur.20 Oleh karena itu, teori gabungan lebih mengutamakan 

perlindungan dan tata tertib hukum dalam arti memberikan keadilan 

bagi para korban tindak kejahatan demi melindungi hak para korban, 

dan bertujuan untuk memberikan efek jera agar pelaku tindak kejahatan 

tidak mengulangi lagi perbuatannya kembali. 

3. Teori Pertimbangan Hakim 

 

Putusan hakim merupakan puncak suatu perkara di pengadilan. 

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa: “Pengadilan 

bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan 

 
19 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2011, Hlm. 142. 
20 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, 

Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Hlm. 19. 
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majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang 

menentukan lain”.21 Pertimbangan hakim berperan penting untuk 

mewujudkan nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan dan 

mengandung kepastian hukum. Putusan hakim berdasarkan pertimbangan 

hakim dan harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan 

hakim tidak disikapi dengan teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim 

yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalakan oleh 

Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung. 22  

Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Undang-Undang. 

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas 

minimal dan hakim juga tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih 

tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-

Undang. Putusan hakim berkaitan dengan bagaimana hakim dalam 

memberikan pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti 

dipersidangan serta keyakinan hakim terhadap suatu perkara. Putusan 

pengadilan harus memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal 

meringankan dari putusan tersebut, pertimbangan tersebut dijadikan alasan 

oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.23 

 

 
21 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5076). 
22 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004, Hlm. 140. 
23 Nurhafifah dan Rahmawati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal 

Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17, No. 2, 2015, Hlm. 

344, Diakses dari http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6067/5000, Pada 19 September 

2022, Pukul 21.18 WIB. 

http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6067/5000
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G. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian merupakan tata cara bagaimana melakukan 

penelitian. Metode penelitian membahas tentang tata cara pelaksanaan 

penelitian.24 Metode penelitian hukum adalah cara yang sistematis dalam 

melaksanakan suatu kegiatan penelitian. Metode penelitian yang digunakan 

dalam menyusun penelitian skripsi ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

penelitian hukum normatif, Metode penelitian hukum normatif dipilih 

karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 

data sekunder. Penelitian hukum secara normatif lebih condong kepada 

menggambarkan hukum sebagai disiplin preskriptif yang berarti meninjau 

hukum dari aspek normanya saja. 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan bermacam-macam 

pendekatan supaya memperoleh berbagai macam keterangan dan informasi 

mengenai permasalahan yang sedang diteliti.25 Dalam melakukan penelitian 

pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu.26  

 

 
24 Jonaedi Efendi, Metode Penelitian hukum Normatif Dan Empiris, Depok: Prenadamedia, 

2018, Hlm. 2. 
25 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, Hlm. 

55. 
26 Johnny Ibrahim, Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia 

Publishing, 2007, Hlm. 300. 
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a. Pendekatan perundang-undangan (Statute approach) 

Pendekatan ini ialah pendekatan yang dilakukan melalui 

pengulasan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan 

hukum tertulis yang hasilnya berkenaan terhadap penanganan 

permasalahan hukum yang dialami. Dalam artian bahwa pendekatan 

perundang-undangan bermanfaat dalam memberikan pemahaman bagi 

peneliti perihal eksistensi dan keseuaian peraturan perundangundangan 

yang mengatur tentang isu hukum yang diteliti.27 

b. Pendekatan kasus (case approach) 

Tinjauan utama dalam pendekatan kasus adalah pertimbangan-

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atau yang dikenal 

dengan ratio decidendi atau reasoning. Pendekatan ini dilakukan 

dengan menguraikan kasus atau perkara yang relevan terhadap 

permasalahan hukum yang diteliti dan kasus atau perkara tersebut sudah 

diputus oleh hakim dalam artian bahwa putusan tersebut berkekuatan 

hukum tetap. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

 

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini antara lain: 

 

 

 
27 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Prena Media Group, 

2016, Hlm.133-134. 
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a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sumbernya sudah 

diatur dan mengikat dan memiliki sifat autoritatif yang mempunyai 

otoritas.28 Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum seperti 

peraturan perundang-undangan, catattan resmi atau risalah dalam 

pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim.29 

Adapun Bahan hukum primer yang digunakan antara lain: 

1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. 

2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. 

3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. 

4) Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN 

Mbo. 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan tentang bahan yang berasal dari bahan hukum primer. Bahan 

tersebut meliputi Undang-Undang, dokumen-dokumen resmi 

pemerintahan, pendapat ahli hukum yang terdapat dalam buku, skripsi, 

tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum.30 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap dari bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan tersebut meliputi 

 
28 Ibid. Hlm. 140 
29 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hlm. 47. 
30 Ibid. Hlm. 54-55 
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kamus hukum (Law dictionary), Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), media internet, dan ensiklopedia, serta sumber-sumber hukum 

lain yang berkaitan dengan penelitian ini.31 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian skripsi ini adalah 

dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan dalam 

mengumpulkan bahan hukum dengan cara mengkaji sumber dan informasi 

bahan hukum yang dipublikasikan secara umum. Dalam mengumpulkan 

data-data tersebut penulis membaca, mengkaji, mengutip, dan menganalisis 

bahan hukum yang bersumber dari literatur, buku, jurnal, dokumen resmi, 

perundang-undangan, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan pada 

permasalahan yang diteliti. 

5. Analisis Bahan Hukum 

 

Dalam Penelitian ini bahan hukum atau sumber-sumber yang 

dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode secara kualitatif. 

Kemudian bahan hukum yang telah diperoleh setelah itu diuraikan secara 

runtut dan terstruktur dalam bentuk kalimat yang efektif. Hal tersebut agar 

dapat mempermudah dalam memahami bahan hukum dalam menarik 

kesimpulan. 

 

 

 
31 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2013, Hlm. 13. 
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini telah dikaji dan 

dianalisis kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif. 

Metode induktif yaitu penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang 

sifatnya khusus yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu 

ditujukan untuk sesuatu yang bersifat umum.32 

 

 

 
32 Sudarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Bandung: Mandar Maju, 

2002, Hlm. 23. 
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